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A. Latar Belakang 
 Hubungan internasional (international relations) diartikan oleh Budiono 
sebagai suatu hubungan antar bangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi).
1
Salah 
satu bentuk hubungan internasional adalah kerjasama militer. Kerjasama militer 
adalah suatu kerjasama yang dimungkinkan apabila terdapat dua kekuatan yang 
satu dengan lainnya memiliki kesamaan dalam masalah keamanan. Kerjasama 
militer merupakan bentuk asosiasi mengikat yang dapat disesuaikan dengan 
kepentingan-kepeningan suatu negara dalam menghadapi persoalan tersentu 
sehingga dimungkinkan apabila dalam kerjasama ini akan melemah jika negara 
bersangkutan dihadapkan dengan permasalahan baru. 
 Menurut Joshua, kerjasama atau aliansi merupakan koalisi dari beberapa 
negara yang mengkoordinir tindakan mereka untuk memenuhi beberapa tujuan 
akhir.
2
 Kerjasama atau aliansi militer memiliki bentuk yang berbeda. Menurut 
Craig Synder dibagi dalam dua yaitu: (1) Collective Security dimana bentuk 
perjanjian tidak memasukkan suatu perjanjian dimana satu negara akan diserang 
oleh negara lain maka negara lain akan ikut melakukan pembelaan. (2) Collective 
Defense yaitu kerjasama  militer yang memasukkan perjanjian untuk menghadapi 
musuh. 
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 Jumlah perbatasan baik darat maupun laut yang cukup banyak dengan 
negara lain menyebabkan adanya masalah yang tidak hanya mengenai tapal batas 
tetapi juga lalu lintas manusia dan barang. Indonesia mempunyai 92 pulau yang 
berbatasan langsung dengan negara tetangga.
3
Negara yang berbatasan darat 
dengan NKRI yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, sementara yang 
berbatasan laut yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, India, Singapura, Papua 
Nugini, Republik Palau, Australia, Vietnam dan Filipina. 
 Filipina sebagai salah satu negara yang berbatasan laut dengan Indonesia 
juga mengalami masa pasang surut permasalahan menyangkut 
perbatasan.Permasalahan yang sempat mengemuka antara ke dua negara ini 
adalah mengenai Pulau Miangas yang berada di perbatasan Indonesia dan Filipina, 
karena diakui sebagai bagian wilayah Filipina. Orang Filipina menyebut pulau 
tersebut dengan namaLa Palmas. 
 Masyarakat Talaud juga mempunyai penamaan untuk Pulau Miangas, 
yaitu juga disebut Tinonda.Pulau ini letaknya terpencil di tepi Samudera Pasifik 
dan berhadapan langsung dengan Pulau Mindanao Filipina. Luasnya, pulau ini 
hanya sekitar 3,5 kilometer persegi. Beberapa waktu yang lalu secara administratif 
Pulau Miangas termasuk dalam wilayah Kecamatan Nanusa Kabupaten Sangihe 
Talaud, sekarang Pulau Miangas sudah merupakan kecamatan sendiri yang 
bersifat khusus karena hanya membawahi satu desa yakni Desa Miangas. 
               Luas Pulau Miangas, hanya sekitar 2,39 kilometer persegi, dan sejak 
awal  kemerdekaan terus didera kemiskinan. Tidak hanya itu, pulau yang berada 
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di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan  Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), ini 
sangat berpotensi terhadap berbagai kejahatan antarnegara, seperti pencurian ikan 
penyelundupan berbagai jenis barang seperti minuman keras, narkoba dan senjata 
api, dari negara tetangga,  Filipina.
4
Pulau Miangas memang sudah jadi biang 
sengketa dua negara sejak kolonialisme Belanda.Dulu, sengketa tersebut sudah 
dibawa ke Mahkamah Internasional Arbitrase dan Belanda memenangkan hak 
wilayah atas daerah tersebut.Namun kemudian, pada 1979 Filipina kembali 
mempermasalahkan status Miangas. 
 Berdasarkan dokumen perjanjianbatas-batas maritim Indonesia dan 
Filipina sudah beberapa kali melakukan perundingan, khususnya mengenai garis 
batas maritim di Laut Sulawesi dan sebelah selatan Mindanao (sejak 
1973).
5
Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan karena salah satu pulau 
milik Indonesia (Pulau Miangas) yang terletak dekat Filipina, diklaim miliknya. 
Hal itu didasarkan atas ketentuan konstitusi Filipina yang masih mengacu pada 
treaty of paris 1898. Sementara Indonesia berpegang pada wawasan nusantara 
(the archipelagic principles) sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang 
hukum laut (UNCLOS 1982). 
 Posisi Pulau Miangas yang lebih dekat ke Filipina (hanya 48 mil laut) dari 
pada ke Manado (320 mil laut) ataupun ke Melonguane ibu kota Kabupaten 
Talaud (110 mil laut).Posisi pulau ini yang terluar, kondisi perbatasan berupa 
lautan serta jumlah personil penjaga perbatasan yang terbatas membuat 
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kemungkinan terjadinya pelanggaran (pelintas batas illegal maupun 
penyelundupan barang) dapat dengan mudah terjadi.Adapun Davao merupakan 
kota terbesar dan ibu kota utama di Pulau Mindanao. Kota ini merupakan pusat 
regional Region Davao (Region XI). Kota ini memiliki luas wilayah 2.444 km² 
dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.464.301 jiwa (2010) atau 325.400 
rumah tangga dengan memiliki angka kepadatan penduduk sebanyak 599 
jiwa/km². 
 Berikut ini adalah beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan 
wilayah jika terjadi pada pulau-pulau terluar, diantaranya:
6
 
1. Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena 
kesengajaan manusia. 
2. Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan 
akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum 
seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan Sipadan dan 
Ligitan dari Indonesia ke Malaysia 
3. Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari 
masyarakat di pulau tersebut. Misalnya pulau yang secara turun temurun 
didiami oleh masyarakat dari negara lain. 
 Faktor alam membuat Miangas menjadi pulau terisolasi.Tak heran 
penduduknya sering kekurangan beras, dan bahan bakar. Solusinya masyarakat di 
sana hanya makan kelapa yang dikeringkan. Di Miangas, lampu penerangan juga 
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terbatas, hanya menyala dari  pukul 18.00 Wita hingga pukul 02.00 Wita, setelah 
itu sampai pagi Miangas gelap gulita.  
Saat ini Miangas termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) di mana penduduknya menggunakan bahasa Talaud sekalipun 
begitu mereka juga mengerti bahasa Tagalog yang menjadi bahasa nasional 
Filipina.Dalam hukum internasional dikenal istilah “uti possidetis juris” atau 
wilayah suatu negara mengikuti wilayah kekuasaan penjajah atau pendahulunya. 
Berdasarkan prinsip hukum internasional tersebut maka Indonesia mewarisi 
wilayah nusantara yang sama dengan yang dikuasai oleh Belanda. Ini berarti 
termasuk Pulau Miangas.Kepemilikan Belanda atas pulau Miangas ditetapkan 
oleh Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag pada tanggal 4 April 
1928.Keputusan tersebut mengakhiri sengketa antara Belanda dengan Amerika 
Serikat terkait kepemilikan sah pulau Miangas.Keputusan ini pulalah yang 
menjadi dasar hukum bahwa Miangas adalah milik Indonesia, sebagai penerus 
dari penguasaan Belanda di wilayah nusantara. Dengan adanya dasar hukum 
internasional yang kuat ini maka tindakan fisik negara lain seperti kunjungan, 
aktivitas bisnis, memasukkan dalam peta dan sejenisnya, tidak akan berarti apa-
apa terhadap status kedaulatan Indonesia atas Pulau Miangas. 
Klaim kepemilikan Indonesia atas Miangas telah tercantum dalam 
Undang-Undang No. 4/Prp/1960, dan klaim tersebut tidak pernah mendapatkan 
protes dari negara manapun, termasuk Filipina.Penegasan kepemilikan atas 
Miangas lebih lanjut dinyatakan dalam Protokol Perjanjian Ekstradisi Indonesia-
Filipina mengenai definisi Wilayah Indonesia. Protokol perjanjian yang 
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ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Adam Malik dan 
Menteri Luar Negeri Filipina, Carlos P. Romulo pada tanggal 10 Februari 1976 
tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah pemilik tunggal dari pulau yang 
dikenal dengan nama Pulau Miangas atau Las Palmas sebagai hasil putusan 
Mahkamah Arbitrase Internasional pada tanggal 4 April 1928. 
Status kepemilikan Miangas belum dianggap selesai oleh pemerintah 
Filipina karena negara tetangga itu mengklaim Miangas sebagai bagian 
teritorialnya.Adapun klaim itu mereka dasarkan pada Traktat Paris tahun 
1898.Indonesia dan Filipina belum mengikat perjanjian batas wilayah laut 
bilateral. 
Menyadari permasalahan dan ancaman pada pulau terluar khususnya Pulau 
Miangas, maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan kerja sama 
militer dengan Armed Forces of the Philippines (AFP). Kerja sama ini 
berlangsung sejak tahun1975 melalui perjanjian kerjasama Indonesia Filipina 
Border Crossing Agreement (RI-RP BC). Salah satu tujuan dari kerja sama 
Philindo MC adalah mencakup kegiatan-kegiatan dan interaksi kedua negara 
dengan membangun kapasitas, memelihara, mencegah konflik serta meningkatkan 
kemakmuran masyarakat yang tinggal di perbatasan kedua negara. 
 Dalam kemiliteran Indonesia, maka kerjasama militer tersebut termasuk ke 




1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata 
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2. Mengatasi pemberontakan bersenjata. 
3. Mengatasi aksi terorisme. 
4. Mengamankan wilayah perbatasan. 
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. 
6. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini 
sesuai dengan sistem pertahanan semesta. 
7. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian 
bantuan kemanusiaan. 
8. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue). 




1.   Transit poin bagi teroris internasional dari Filipina ke Indonesia. 
2.   Penyelundupan barang, narkotik, dan manusia. 
3.   Pencurian ikan diwilayah perbatasan perairan Indonesia oleh nelayan Filipina. 
4.   Pelanggaran lintas batas tanpa izin. 
 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
 Eksistensi Pulau Miangas sebagai pulau terluar dan posisinya sangat dekat 
dengan Filipina dibanding dengan Indonesiaserta ditambah lagi kondisi 
perbatasan adalah berupa laut, maka kondisi ini berpotensi untuk timbul masalah-
masalahyang berkaitan dengan penyelundupan, pencurian, penyusupan yang 
merugikan dan mengancam kepentingan nasional. 
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 Kondisi daerah perbatasan Indonesia Filipina yang luas dan berupa laut 
sehingga dirasakan perlu untuk diadakan suatu kerjasama militer dalam hal ini 
antara TNI dan AFP. Hal ini dilakukan agar alokasi sumber daya, waktu dan biaya 
dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta mencapai hasil yang optimal. 
 Penelitian ini membahas tentang kerjasama militer yang dilakukan antara 
TNI dan AFPyang terdiri dari 3 bagian, yaitu: 
1. Joint Intelligence Sub-Committee (JISC), merupakan kerjasama militer di 
bidang intelijen. 
2. Joint Operations and Exercise Sub-Committee (JOESC), merupakan 
kerjasama militer di bidang operasi dan latihan. 
3. Joint Training and Education Sub-Committee (JTESC), merupakan kerjasama 
militer di bidang pelatihan dan pendidikan. 
 Pengamatan yang dilakukan pada ketiga bagian kerjasama militer ini 
adalah mencakup pelaksanaan kerja sama militer dalam rentang waktu tahun 2009 
sampai dengan 2014. Pengamatan yang dilakukan mencakup aspek pelaksanaan, 
capaian serta dampak dari pelaksanaan masing-masing kerjasama militer. 
 Penelitian ini dilakukan untuk dapat membahas dan menjelaskan rumusan 
masalah berikut ini: 
1. Bagaimana peluang dan tantangan kerjasama militer  antaraTNI – AFP di 
perbatasan Miangas-indonesia dan Davao-Filipina? 
2. Bagaimana dampak dari kerjasama Militer TNI dan AFP terhadap wilayah 





C. Tujuan Dan ManfaatPenelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui peluang dan tantangan kerjasama militer TNI - AFP. 
2. Untuk mengetahui dampak dari kerjasama militer TNI - AFP. 
2. Manfaat Penelitian: 
 Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan studi 
Hubungan Internasional khususnya mengenai kerjasama militer TNI - 
AFP. 
2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pihak berwenang dalam 
membuat kebijakan mengenai kerjasama militer TNI - AFP. 
D. Kerangka Konseptual 
 Kerjasama yang melibatkan antar negara dinamakan hubungan 
internasional, berikut ini penjelasan tentang Hubungan Internasional: 
“ Hubungan Internasional meliputi seluruh aspek internasional dari 
kehidupan sosial manusia dijabarkan kembali bahwa hubungan 
internasional mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan 
kelompok-kelompok bangsa dalam dunia, kekuatan-kekuatan, tekanan-
tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak, dan 
cara berfikir dari manusia.” (Wiriadmadja, 1994:46) 
 
 Hubungan Internasional menyangkut berbagai aspek 
kehidupanmanusia.Pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu: 
kerjasama(cooperation), persaingan (competition) dan konflik (conflict) antar 
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negara yangsatu dengan negara yang lainnya.Indonesia sangat menghargai 
kedaulatan negara lain dan mendukung terciptanya perdamaian dunia, seperti 
ditegaskan dalampembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyebutkan“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa 




danpada bagian lainnya juga menyebutkan “… dan ikut melaksanakan ketertiban 




Pemahaman inilah yang mengarahkan kebijakan pemerintah Indonesia 
dalam mengatasi masalah terhadap negara tetangga dengan melakukan kerjasama, 
negosiasi dan perundingan dari pada menempuh konfrontasi. Permasalahan yang 
ada di perbatasan dengan Filipina diselesaikan melalui perundingan maupun 
kerjasama militer (military cooperation). 
 Negara, menurut realisme menjadi aktor yang memainkan peran utama 
pada panggung internasional.
11
Kedaulatan menjadi simbol utama mengapa kaum 
realis menolak adanya suprastate atau kekuasaan diatas negara.Oleh karena itu, 
realisme memandang ranah hubungan internasional pada state centric 
approach.Non-state actor seperti organisasi internasional dianggap hanya 
memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam sistem internasional, bahkan tidak ada 
sama sekali.  
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Kedua, negara itu unitary dan rasional, yang berarti bahwa negara akan 
senantiasa mengejar kepentingan nasional mereka dalam rangka survival dan terus 
mencari power. Ketiga, negara adalah aktor prinsipal yang menjunjung tinggi 
keamanan negara. Selain itu, negara juga bertindak sesuai dengan kepentingan 
nasional dan salah satu tujuannya yang paling krusial ialah gaining power yang 
digunakan sebagai modal mendapatkan interest dan secara potensial menjadi 
negara yang mampu mempengaruhi negara lain. Keempat, perhatian dasar 
realisme adalah survival yang merupakan kebutuhan paling mendasar bagi negara 
untuk terus eksis. 
 Kekayaan laut Pulau Miangas maupun letak strategisnya adalah 
merupakan kekayaan negara, kekayaan ini dapat berpindah kepada negara lain 
jika tidak dijaga/dilindungi dengan sebaik-baiknya. Langkah upaya nyata yang 
telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga pulau Miangas dan 
kekayaan lautnya adalah dengan menempatkan Polsek, Pos Angkatan Laut 
(POSAL) dan Pos Angkatan Darat (POSAD) dari Batalyon 712. 
 Menurut kaum realis radikal, segala hal akan masuk akal jika dilakukan 
untuk memenuhi kepentingan nasional. Sebagaimana diungkapkan oleh 
Machiavelli, kekuasaan (singa) dan penipuan (rubah) menjadi dua alat penting 
dalam melaksanakan kebijakan luar negeri.
12
 
 Tanpa adanya saling pengertian dan kesepahaman yang baik dalam 
menyelesaikan permasalahan perbatasan, maka pengaruh aspek kekuasaan dan 
penipuan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri akan menjadi hal yang sangat 
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mungkin terjadi. Oleh karena itu agar hal terebut tidak terjadi baik di Indonesia 
maupun Filipina, maka dilakukan pendekatan melalui kerjasama militer yang 
saling menghargai kedaulatan masing-masing. 
 Gangguan keamanan yang terjadi khususnya di perbatasan dapat 
membawa dampak pada sikap politik suatu negara, dan sikap politik itu sendiri 
akan membawa konsekuensi terhadap kegiatan ekonomi, konsep ekonomi politik 
internasional sebagai dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan 
(politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi), yang mana dalam definisi ini 
terdapat hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi.
13
 
 Dari kerja sama yang dilakukan maka tidak terlepas dari keuntungan 
relatif dan absolut yang diterima masing-masing negara, Negara tertarik untuk 
meningkatkan kekuasaan dan pengaruhnya (keuntungan absolut) sehingga mereka 
akan bekerja sama untuk meningkatkan kemampuannya.Negara juga tertarik 
dengan berapa besar kekuasaan dan pengaruh yang diterima negara (keuntungan 
relatif) dalam setiap kerjasama.
14
 
Kerja sama Indonesia Filipina juga tidak terlepas dari hal tersebut, dengan 
bekerja sama maka manfaat peningkatan kemampuan maupun pengaruh masing-
masing negara dapat meningkat sepanjang kerja sama tersebut dapat mencapai 
hal-hal positif terkait masalah pada perbatasan negara.Menurut E.H Carr, mustahil 
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bagi liberalisme dalam mewujudkan perdamaian dunia yang disebutnya sebagai 
harapan imajiner tanpa melihat realita yang ada di lapangan.
15
 
Realisme yang memandang sistem internasional sebagai sebuah sistem 
yang identik dengan hal-hal bersifat kompetitif dan konfliktual.Hal ini mendasari 
pemikiran dan asumsi utamanya yakni adanya sistem anarki, negara rasional, 
negara aktor prinsipal, survival, keterbatasan kepercayaan terhadap moralitas, 




 Upaya mempertahankan kedaulatan negara khususnya terhadap serangan 
dari negara lain antara lain dengan memperkuat persenjataan dan personil militer. 
Persaingan dalam memperkuat militer yang tak terkendali dapat dengan mudah 
mengarah kepada terjadinya konflik antar negara.Padahal untuk memenuhi hal 
tersebut menyerap biaya yang tidak sedikit, di sinilah kedewasaan dan 
kebijaksanaan pemimpin negara diperlukan bukan hanya bermodal 
power/kekuasaan saja. 
 Kenneth Waltz menjelaskan power lebih dari sekedar akumulasi sumber-
sumber militer dan kemampuan untuk menggunakan power untuk memaksa dan 
mengontrol negara lain dalam sistem.Power adalah kemampuan gabungan dari 
sebuah negara.Dalam sistem, negara dibedakan dari kekuasaannya, bukan 
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fungsi.Power memberi sebuah negara tempat atau posisi dalam sistem 
internasional dan membentuk perilaku negara.
17
 
 Lebih lanjut disebutkan bahwa bentuk dasar hubungan internasional ialah 
struktur anarki yang tersebar di antara negara-negara. Negara–negara serupa 
dalam semua hal atau seluruh aspek dasarnya yaitu mereka memiliki tugas-tugas 
dasar yang sama baik itu tentang perbedaan budaya, konstitusi atau ideologi. 
Seperti diketahu negara merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan 
perubahan-perubahan dalam struktur internasional terutama negara-negara yang 
memiliki kekuatan besar seperti Amerika Serikat, meskipun perimbangan-
perimbangan kekuatan dapat dicapai, tetapi tidak menutup kemungkinan akan 
masih terjadinya perang karena memang dunia ini merupakan sistem yang anarki 
yang tidak dapat dihindarkan. 
 Pada kerja sama militer TNI-AFP tidak saja akan menuju kepada 
pembagian tugas masing-masing negara tetapi akan tercipta juga kondisi yang 
saling mnelengkapi kekurangan yang ada. Krasner menyebut sistem hubungan 
antar negara sebagai “Tectonic Plate”Pandangan alternatif  ini menitik-beratkan 
kepada interaksi antar negara yang berjumlah nol, atau dalam kalimat lain selalu 
melengkapi satu sama lain dalam masalah distribusi power. 
 Apabila pada masa perang dingin,perkembangan pemikiran tentang 
keamanan bertumpu pada masalah“kompetisi keamanan” berdasarkan 
kepemilikan kapabilitas militer danpemikiran realis tentang dunia internasional 
yang anarki (dampak dari strukturBipolar yang diwarnai dengan fenomena 
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persaingan adikuasa khususnya dalammasalah militer), maka pada masa pasca 
perang dingin berkembang teori-teorikeamanan yang bertumpu pada Common 
Security, Cooperative Security danComprehensive Security.
18
 
 Menurut Buzan dalam artikelnyaSecurity, keamanan menjadikonsep 
yangdebatable karena konsepsi mengenainya berbeda-beda dari satu individuke 
individu lainnya, dari satu kelompok ke kelompok lainnya.Apa yang disebut 
amanbersifatrelatif dari satu kelompok ke kelompok lainnyasehingga 
memunculkanpertanyaan, ‘security for whom ?’dengan kata lain, makna 
keamanan berbeda-bedabagi aktor yang berbeda.
19
 
 Kerja sama militer Filipina Indonesia atau yang biasa dikenal dengan 
sebutan The Philippines Indonesia Military Cooperation (Philindo MC) telah 
dimulai sejak tahun 1975 dalam bentuk Border Crossing Agreement, tahun 1997 
dalam bentuk Agreement on Cooperative Activities in the Field of Defense.  
 Teori Kepentingan Nasional (National Interest), dalam teori ini 
menjelasakan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu negara maka negara harus 
memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain yaitu mencapai kepentingan 
nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional makanegara akan berjalan 
dengan stabil baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan 
keamanan dengan kata lain jika kepentingan nasional terpenuhi maka negara akan 
tetapsurvive. Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling 
                                                            
18
Common David Dewitt, Comprehensive and Cooperative Security, The Pacific Review Vol 7  
No.1 Tahun 1994, hal 72. 
19
A. A. B. Perwita dan Y. M. Yani, 2005.Pengantar Ilmu Hubungan Internasional .Bandung: 
Remaja Rosdakarya, hal 82. 
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 Teori Kepentingan Nasional (National Interest) Daniel S. Papp yang 
mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti 
ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas.Dalam 
hal ini, aspek pertimbangan faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil 
oleh suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkanperekonomiannya sebagai 
suatu kepentingan nasional.Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi 
diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan 
suatu negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya.
21
 
 Terjaminnya stabilitas keamanan maupun adanya peraturan yang kondusif 
menunjang berkembangnya pengolahan potensi (khususnya di wilayah 
perbatasan) yang dimiliki Indonesia Filipina. Untuk mencapai itu maka kerjasama 
militer sangat dibutuhkan karena dalam kerjasama militer Filipina Indonesia 
mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1. Intelligence 
2. Border Patrol Cooperation 
3. Opeations and Exercises 
4. Training, education and courses 
5. Service to service working group 
6. Other matters as agreed upon by both parties 
                                                            
20http://priska.p.ht/2013/01/kepentingan-nasional/Wibowo, P. Y. Indonesia Cerdas, from 
Kepentingan Nasional (Diakses 27 November 2014). 
21
Papp, D. S. 1988. "Contemporary International Relation": A Framework for Understanding, 
Second Editions. New York: MacMillan Publishing Company, hal 68. 
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 Suatu aliansi regional yang tidak betul-betul memenuhi kepentingan 
negara yang ikut serta, tidak mungkin bertahan atau tidak akan efektif dalam 
jangka panjang.Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria 
pokok bagi para pengambil keputusan (decision makers) masing-masing negara 
sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan.Bahkan setiap langkah 








1. Transit point bagi teroris internasional dari Filipina ke Indonesia 
2. Penyelundupan barang, narkotik dan manusia 
3. Pencurian ikan 
4. Pelanggaran lintas batas 
 Didalam Hubungan Internasional, kerjasama yang terjadi di antara dua 
negara yang sifatnya saling menguntungkan secara umum dikenal dengan 
hubungan bilateral. Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan 
adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara 




1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.  
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Rudy, T. 2002. Studi Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin. 
Bandung: Refika Aditama, hal 81. 
23
Prasetyo, op.cit.halaman 63. 
24




2. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara 
penerima.  
3. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.  
4. Presepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa. 
 Hubungan bilateral merupakan perjanjian yang didalamnya terlibat dua 
negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian yang 
telah disepakati oleh keduanya. Hubungan bilateral terjadi diantara state-to-state, 
dimana didalamnya terdapat pula aktor-aktor negara sebagai pelayan pembuat 
keputusan. Dalam perjanjian bilateral ini terdapat kesepakatan-kesepakatan yang 
timbul antara lainmeliputi bidang-bidang diantaranya bidang politik, ekonomi 
perdagangan, kebudayaan, pendidikan, keamanan dan pertahanan. 
 Perjanjian yang dihasilkan dalam hubungan bilateral ini, memiliki peran 
penting dan beberapa keuntungan didalam berbagai negosiasi dan dapat 
memberikan sebuah pertukaran atas fasilitas-fasilitas yang dimiliki olehkedua 
negara yang bersepakat tercapainya tujuan kedua Negara.
25
 
 Salah satu tujuan dari Philindo MC adalah mencakup kegiatan-kegiatan 
dan interaksi kedua negara dengan membangun kapsitas, memelihara, mencegah 
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E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Metode deskriptif analsis adalah metode yang menggambarkan 
secarasistematik suatu peristiwa atau masalah menjadi topik kajian dan 
mengandalkan analisa terhadap peristiwa-peristiwatersebut dari sudut sebab-
akibat dan penyusunan data. Dalam metodeini dipelajari masalah-masalah 
yang berlaku dalam hubunganinternasional termasuk dalam hubungan, 
kegiatan, sikap, pandanganserta proses yang sedang berlangsung. Dalamhal 
ini menggambarkan dan menganalisis kerjasama militer TNI dan AFP di 
perbatasan Miangas dan Davao. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder. Data 
tersebut antara laindiperoleh dari wawancara maupun studi pustaka pada 
berbagai literatur dan hasil olahan yang diperoleh dari berbagai sumber. 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: 
a. Studi pustaka (library research) adalah suatu pembahasan yang 
berdasarkan pada buku-buku referensi yang bertujuan untuk memperkuat 
materi pembahasan. Studi pustaka digunakan untuk memecahkan masalah 
yang ada, baik untuk menganalisa hal-hal dan data pendukung untuk 
memecahkan masalah yang ada dengan mempelajari dan menelaah data 
dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan masalah penelitian seperti 
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buku-buku, dokumen, laporan maupun situs-situs internet. Bahan-bahan di 
atas akan dikumpulkan dari tempat-tempat berikut: 
1) Mabes TNI – AD Cilangkap 
2) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 
3) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 
4) Lantamal VII Manado 
5) Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
6) Perpustakaan Fisip Universitas Hasanuddin 
b. Wawancara, adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan 
narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang 
suatu hal.Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di 
mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk 
dijawab oleh orang yang diwawancarai. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
data kualitatif dengan menganalisa kemudian disimpulkan, sedangkan data 
kuantitatif digunakan sebagai data pelengkap untuk menjelaskan data 
kualitatif. 
 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, dimana 
penulis terlebih dahulu akan menggambarkan permasalahan secara umum, 
lalu kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
 
